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AYU RATNA SARI, E 0003105, PROBLEMATIKA YURIDIS PENCATATAN 
AKTA KELAHIRAN BAGI WARGA NEGARA KETURUNAN TIONGHOA 
DAN ARAB DI SURAKARTA (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
CATATAN SIPIL SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Penulisah Hukum (Skripsi). 2007. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang dihadapi oleh Kantor 
Catatan Sipil dalam pencatatan akta kelahiran bagi warga negara Indonesia keturunan 
Tionghoa dan Arab di Surakarta dan mengetahui alternatif solusi yang pernah 
dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dalam mengahadapi permasalahan-permasalahan  
dalam pencatatan akta kelahiran bagi warga negara Indonesia keturunan Arab dan 
Tionghoa di Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat dekriptif dan apabila dilihat dari 
tujuannya termasuk penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Lokasi penelitian 
adalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta. Jenis data yang 
digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
penulis gunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Analisis data menggunakan 
analisis data kualitatif dengan model interaktif. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Problematika yang sering dihadapi 
oleh pihak Catatan Sipil dalam membuat dokumen akta kelahiran bagi Warga Negara 
Keturunan Tionghoa dan Arab di Surakarta, berdasarkan wawancara yang penulis 
lakukan dengan narasumber adalah belum diberlakukannya peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, tidak 
lengkapnya dokumen yang dibawa oleh si pemohon, ketidaksesuaian antara dokumen 
yang satu dengan dokumen yang lain. Hal ini sering terjadi, terutama oleh pemohon 
keturunan Tionghoa. Misalnya, dalam akta kelahiran orangtua si anak disebutkan 
bahwa keduanya atau salah satu diantaranya merupakan Warga Negara Asing, namun 
dalam akta nikah status kewarganegaraannya sudah berganti menjadi Warga Negara 
Indonesia, serta adanya perantara dalam Pembuatan Akta Kelahiran.Keberadaan 
perantara atau orang yang dikuasakan untuk mengurus akta kelahiran sebenarnya 
bukanlah suatu hal yang negatif, namun perantara dapat menjadi masalah apabila ia 
tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada.  
Alternatif solusi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta 
dalam membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan-kesulitan 
sebagaimana penulis sebutkan di atas, adalah meletakkan spanduk-spanduk yang 
berkaitan tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak, melakukan sosialisasi melalui 
sejumlah media, baik elektronik ataupun cetak, mengadakan progran jemput bola, 
mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak serta membantu warga dalam 
menjelaskan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk membuat akta 
kelahiran, terutama bagi warga Tionghoa yang memang sering mengalami banyak 
permasalahan, baik mengenai status warganegara, akta nikah, dll. 
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Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya perbaikan dalam pelaksanaan 
Pencatatan Sipil yaitu dengan tidak membedakan pelayanan berdasarkan golongan, 
sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai 








A. Latar Belakang 
 
Penghormatan akan keberagaman suatu bangsa merupakan ciri dari 
penyelenggaraan negara yang bersifat demokratis. Perwujudan Indonesia sebagai 
negara demokratis tersebut salah satunya dilakukan dengan meletakkan dasar-dasar 
pelaksanaan hak asasi manusia dalam konstitusi. Dengan dimasukkannya hak asasi 
manusia ke dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945), maka menjadi tanggung jawab negara untuk menghormati, menghargai 
dan memenuhi hak-hak tersebut, salah satunya adalah hak/kedudukan yang sama di 
depan hukum dan pemerintahan. 
 
Walaupun UUD 1945 telah menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia 
mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, masih ditemukan juga 
kesulitan sebagian warga di dalam memperoleh hak-haknya. Kedudukan yang sama 
di hadapan hukum ini berarti setiap warga negara tidak dibedakan berdasarkan apa 
pun juga latar belakangnya. Demikian juga terhadap hak-hak dalam memperoleh 
pelayanan dari negara karena negara merupakan sarana bagi seluruh bangsa Indonesia 
untuk mewujudkan tujuan yang menjadi kepentingan bersama (Pokok-Pokok Pikiran 
dan Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
2005). Oleh karena itu tidak boleh terdapat pembedaan dengan dalih apapun juga, 
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untuk mewujudkan kedudukan yang sama di depan hukum bagi seluruh warga 
negara. 
 
Pada hakikatnya, hak asasi manusia melekat kepada setiap manusia dalam hal 
ini kepada pribadi dari warga negara yang bersangkutan sebagai rahmat kodrati 
Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjadi pokok yang tidak terpisahkan dari 
kehidupannya sebagai seorang manusia dalam arti seutuhnya, sehingga tidak dapat 
dicabut oleh kekuasaan manapun juga. Negara adalah pengemban mandat untuk 
mewujudkan hak-hak asasi tersebut dan tidak dapat mengabaikannya dalam bemtuk 
apapun. Hak asasi manusia tersebut pada prakteknya dapat diturunkan secara teknis 
menjadi hak-hak keperdataan dan hak-hak kenegaraan. Hak-hak keperdataan itu 
berupa hak untuk diakui sebagai manusia seutuhnya dari mulai dikandung hingga 
kematiannya yang meliputi hak-hak lanjutannya seperti hak atas penghidupan, hak 
atas nama diri, hak menikmati kewarganegaraan, hak mengetahui asal-usulnya, hak 
berkehidupan sosial, hak berusaha, hak berkelompok, hak membentuk keluarga, hak 
waris, hak milik dan sebagainya yang dilekatkan dalam kehidupan pribadinya sebagai 
seorang manusia yang sama dan sederajat di hadapan hukum dalam hubungan dan 
interaksinya dengan sesama anggota masyarakat yang lain dari berbagai macam latar 
belakang kebangsaan dan kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia). 
 
Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga negara sudah harus 
dijamin sejak seseorang dilahirkan dengan menerbitkan sebuah dokumen 
otentik/bukti hukum bahwa seseorang telah dikenal keberadaannya di muka bumi ini 
sehingga orang tersebut dapat menikmati hak-hak asasi manusianya secara lengkap. 
Dokumen otentik itulah yang disebut akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat 
diketahui asal-usul, orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, kewarisan dan 
sebagainya. Dokumen tersebut juga diperlukan bagi setiap warga yang mengalami 
peristiwa penting lainnya baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. 
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Melalui kegiatan pencatatan sipil, akta kelahiran menjadi alat bantu utama untuk 
penentuan status kewarganegaraan seseorang, hal ini terkait dengan hubungan 
interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi 
(http://jodisantoso.blogspot.com). 
 
Di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 disebutkan bahwa, "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang 
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-
undang sebagai warga negara". Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa seseorang yang menjadi Warga Negara Indonesia harus disahkan dengan 
bukti-bukti tertentu berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Status sebagai warga negara dapat dibuktikan 
dengan adanya pengadministrasian penduduk yang bersangkutan. Pengadministrasian 
ini dilakukan dengan penerbitan akta-akta kependudukan, seperti akta kelahiran, akta 
perkawinan, akta perceraian serta akta pengakuan dan pengesahan anak. Akta-akta ini 
dapat digunakan sebagai bukti seseorang dalam bidang publik maupun bidang 
keperdataan. 
 
Untuk memiliki bukti dalam menentukan status kejadian tersebut di atas, 
maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga 
Catatan Sipil sehingga dengan demikian orang tersebut akan memperoleh akta bukti 
tertulis yang  berupa Akta Catatan Sipil (Victor M. Situmorang, 1996 : 1). Tujuan 
Lembaga Catatan Sipil adalah untuk memberikan kepastian yang sebesar-besarnya 
dan selengkap-lengkapnya serta sejelas-jelasnya akan kejadian atau peristiwa seperti 
di atas. Oleh karena semua peristiwa atau kejadian tersebut didaftarkan dan 
dibukukan sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan 
mempunyai bukti atau kepastian hukum tentang peristiwa tersebut. 
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Peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, dalam pengertian hukum harus 
dicatat negara, misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian. Hal ini 
penting karena menimbulkan akibat hukum diantaranya pewarisan. Akan tetapi 
mengingat negara tidak mempunyai hukum nasional tentang pencatatan sipil maka 
setiap warga negara dibedakan berdasarkan golongannya. Perlakuan yang berbeda ini 
tentu mempunyai dampak yang buruk baik bagi dari segi lamanya waktu untuk 
memproses dan biaya yang tinggi (http://jodisantoso.blogspot.com). 
 
Catatan Sipil di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Buku I Titel II Pasal 4-16 yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 
163 Indische Staatsregeling (IS). Untuk melaksanakan peraturan tersebut, 
dikeluarkan Surat Edaran Bersama Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam 
Negeri No. Pemudes 51/1/3 dan No. J.A/2/25 tanggal 28 Januari 1967 tentang 
Pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966dan Instruksi 
Presiden Kabinet No. 31/U/IN/12/1966, yaitu : 
"Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-Undang Catatan Sipil 
yang bersifat nasional, untuk sementara memakai ikhtisar akta-akta 
catatan sipil yang masih tersedia dengan mengahapuskan perkataan 
golongan pada kepala ikhtisar akta catatan sipil dan mengganti dengan 
perkataan-perkataan Warga Negara Indonesia dan dicantumkan 
sataatsbladnya". 
 
Jadi, pencatatan dan pendaftaran yang dilakukan oleh Lembaga Catatan Sipil 
masih berdasarkan peraturan-peraturan yang lama, yaitu : 
1. Bagi bangsa Eropa diatur dalam S.1849 No. 25 dan perubahan-perubahannya. 
2. Bagi bangsa Thionghoa diatur menurut S.1917 No.130 jo. S. 1919 No. 81 dan 
perubahan-perubahannya. 
3. Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera dari Jawa dan Madura diatur menurut S. 
1920 No. 751 jo. S. 1927 No.564 dan perubahan-perubahannya. 
4. Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa 
diatur menurut S. 1933 No. 75 dan perubahan-perubahannya. 
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5. Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam S. 1886 No. 23 jo. S. 1898 No. 
158 dan perubahan-perubahannya.  
 
 
Sampai saat ini dasar hukum pemberian akta kelahiran di Indonesia masih 
menggunakan Ordonansi (produk hukum kolonial setingkat undang-undang) 
Pencatatan Sipil yang termuat dalam Staatsblad yang diberlakukan pada jaman 
kolonial Belanda. Ordonansi tersebut bernuansa diskriminasi karena mengadakan 
pencatatan sipil berdasarkan ras, kesukuan ataupun agama serta daerah dan perbedaan 
status sosial. Sebelumnya memang ada Instruksi Presidium Kabinet No. 
31/U/IN/2/1996, yang menyatakan untuk tidak lagi menggunakan penggolongan 
dalam pencatatan sipil. Kata penggolongan diganti hanya dengan pembedaan 
kewarganegaraan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, serta 
membuka Kantor Catatan Sipil untuk semua penduduk, namun kelanjutannya 
ternyata tidak tuntas. 
 
Penerapan ketentuan ini justru menimbulkan diskriminasi terselubung karena 
turunan peraturan yang dibuat untuk menindaklanjuti Instruksi Presidium tersebut 
yaitu Surat Edaran Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri No. 
Pemudes 51/1/3 dan No. J.A/2/25 tanggal 28 Januari 1967 justru mempertahankan 
ordonansi-ordonansi tersebut dalam bentuk ikhtisar nomor staatsblad. Dengan 
demikian, meskipun judul ordonansi tersebut dihapus dari ikhtisar karena nomor 
staatsblad-nya  dipertahankan, secara yuridis diskriminasi tersebut tetap terasa. Selain 
itu, buku register untuk masing-masing golongan dan prosedurnya juga tetap 
dibedakan (www.kpai.go.id). 
 
Peraturan-peraturan yang ada mengenai catatan sipil, pada hakikatnya bersifat 
administratif semata, namun karena sifat keperdataan yang terkandung dalam catatan 
sipil, praktek segregatif dan diskriminatif tersebut mengakibatkan adanya pembatasan 
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dan diskriminasi hak-hak sipil terhadap sebagian Warga Negara Indonesia. 
Pembedaan perlakuan berdasarkan golongan dalam rangka memperoleh akta catatan 
sipil ditambah persoalan lain masih dialami oleh etnis tertentu yang telah menjadi 
Warga Negara Indonesia. Warga Negara Indonesia keturunan tersebut sering 
dihadapkan pada masalah keabsahannya sebagai warga negara, sehingga dalam 
pengurusan untuk memperoleh dokumen pencatatan sipil tersebut sangat sulit padahal 
esensi dari pencatatan sipil adalah mencatatkan peristiwa penting yang terjadi di 
wilayah kantor catatan sipil yang memang menjadi cakupan tugasnya. 
 
Misalnya, seorang WNI Tionghoa yang akan mengurus akta kelahiran 
diperlakukan diskriminatif, status perdatanya disamakan dengan seorang WNA RRC 
yang hingga saat ini status kewarganegaraan mereka selalu "dipertanyakan" dalam 
bentuk kepemilikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), 
sekalipun WNI Tionghoa tersebut sudah bergenerasi-generasi menjadi WNI. 
"Keraguan" status warga negara tersebut mengakibatkan ketidakmenentuan hak-hak 
sipil dan politik mereka sebagai warga negara, seperti mendapat pembatasan untuk 
masuk institusi pendidikan negara, pembatasan menjadi pegawai pemerintahan, 
mengalami perlakuan yang berbeda dalam pelayanan publik dan lain-lain. Dalam 
kondisi terkini, ternyata pengelolaan sistem dan manajemen catatan sipil yang 
berbasis aturan staatsblad tersebut mengakibatkan permasalahan diskriminasi 
terhadap kelompok warga negara yang lebih luas, terlepas dari apapun etnis dan 
agamanya. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan 
penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : 
"PROBLEMATIKA PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WARGA NEGARA 
INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DAN ARAB DI SURAKARTA 
(Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta)".  
B. Perumusan Masalah 
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Rumusan masalah dikemukakan sebagai maksud untuk memberi penegasan 
dan pembatasan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam 
pengerjaan serta pencapaian sasaran. Perumusan masalah yang akan penulis angkat 
untuk diteliti adalah : 
1. Apa sajakah problematika yang dihadapi oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta 
dalam Pencatatan Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia keturunan 
Tionghoa dan Arab di Surakarta ? 
2. Apa saja solusi yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta dalam 
mengahadapi problematika tersebut ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Mengetahui problematika yang dihadapi oleh Kantor Catatan Sipil dalam 
pencatatan kelahiran bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa 
dan Arab di Surakarta. 
b. Mengetahui alternatif solusi yang pernah dilakukan oleh Kantor Catatan 
Sipil dalam mengahadapi problematika dalam pencatatan kelahiran bagi 
warga negara Indonesia keturunan Arab dan Tionghoa di Surakarta. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum guna memenuhi salah 
satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum, 
khususnya hukum perdata dan hukum administrasi negara. 
c. Mengembangkan dan memperluas pengalaman penulis terhadap 







D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a.  Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk memberikan 
sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum perdata dan hukum 
administrasi negara pada khususnya. 
b.  Hasil penelitian ini akan dapat dipakai sebagai bahan acuan bagi  
penelitian yang sejenis berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Mengembangkan kemampuan berpikir penulis sehinggga dapat 
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang 
diperoleh. 
b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang 
berkepentingan dalam penulisan ini. 
c. Memberi jawaban atas rumusan masalah yang akan diteliti oleh 
penulis. 
 
E. Metode Penelitian 
Dalam mencari data mengenai suatu permasalahan, diperlukan metode atau 
cara yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang 
akan diteliti. Metode adalah suatu cara atau jalan yang yang harus dilakukan untuk 
mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah 
suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 
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pengetahuan, gejala atau hipotesa yang dilakukan dengan metode ilmiah (Sutrisno 
Hadi, 1989: 4). Dengan demikian, metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan 
untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun serta 
menginterprestasikan data untuk menemukan, mengembangkan atau menguji 
kebenaran dari suatu penelitian. 
 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada  
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu 
gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa dan memeriksa secara mendalam 
terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 
permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1986 
: 43). 
 
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris, 
yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan memaparkan obyek 
yang diteliti (seseorang, lembaga atau masyarakat) sebagaimana adanya fakta-
fakta yang ada. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menjelaskan secara 
lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti berdasarkan data, analisis dan 
interpretasi atau dengan kata lain penelitian ini hanya berusaha menemukan fakta-
fakta di lapangan.  
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan mengambil lokasi di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Surakarta. Lokasi Penelitian dipilih karena di Surakarta sendiri 
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terdapat etnis-etnis yang penulis butuhkan sebagai bahan penelitian, yaitu etnis 
Tionghoa dan etnis Arab, sehingga dapat penulis jadikan perbandingan. 
 
4. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif yang memusatkan perhatiannya pada prinsip umum yang mendasari 
perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia (Burhan 
Ashofa, 2004 : 20-21). 
5. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber. Data primer dapat berupa sejumlah keterangan atau fakta 
yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
lapangan yang dapat diperoleh melalui buku-buku, literatur, 
peraturan perundangan dan sumber-sumber tertulis lain yang 
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.  
6. Sumber Data 
Di dalam penelitian ini, sumber data yang akan dipakai adalah : 
a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 
langsung di lapangan berupa semua data yang diperoleh dari Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta. 
b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak 
langsung memberi keterangan dan berfungsi untuk melengkapi data 
yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, 
catatan, dokumen serta arsip-arsip yang relevan dengan paenelitian 
ini. Adapun sumber data sekunder yang mendukung sumber data 
primer adalah : 
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1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai 
kekuatan mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang 
berupa peraturan perundangan-undangan. 
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku, artikel, laporan 
penelitian,dab berbagai karya tulis ilmiah lainnya. 
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang bertujuan memberikan 
penjelasan atau bersifat menunjang bahan hukum primer san 
sekunder, misalnya ensiklopedi, kamus dan sebagainya. 
7. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam 
memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : 
a. Wawancara, yaitu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu 
oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan tersebut (Lexy J. Moleong, 2001: 135). 
b. Studi pustaka, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, 
buku-buku dan bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dan 
berkaitan dengan penelitian. 
8. Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis model interaktif (interactive model of analysis). Langkah-langkah 
analisis tersebut diuraikan sebagai berikut : 
a. Pengumpulan Data 
Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan 






b. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, 
penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang 
kasar yang dimuat di catatan tertulis (fieldnote). 
c. Penyajian Data 
Sajian data berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan 
bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu 
kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 
d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
peneliti yang perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari 
tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih 
teliti setelah data tersaji. Hal ini merupakan tahap akhir dari suatu 
penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada semua hal yang ada 
dalam reduksi maupun penyajian data. 



















F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka dalam penulisan ini dibagi 
menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan 
dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai 
berikut : 
BAB I    :  PENDAHULUAN 
Pada Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari Latar 
Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, Metode Penelitian  dan Sistematika Penulisan Hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan menguraikan mengenai kerangka teori, yang terdiri dari 
Tinjauan Umum tentang Lembaga Catatan Sipil, Tinjauan Umum tentang 
Akta Catatan Sipil, Tinjauan Umum tentang Akta Kelahiran dan Tinjauan 
Umum tentang Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dan Arab 
serta Kerangka Pemikiran. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh 
serta pembahasannya yang meliputi permasalahan yang diahadapi oleh 
Kantor Catatan sipil dalam pencatatan akta kelahiran bagi warga negara 
Indonesia keturunan Tionghoa dan Arab serta alternatif solusi yang pernah 
dilakukan oleh pihak Catatan Sipil. 
BAB IV :  PENUTUP 
Dalam Bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan-kesimpulan dari 
hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran sebagai tindak 
lanjut dari kesimpulan tersebut. 
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A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan Umum tentang Catatan Sipil 
a. Sejarah Lembaga Catatan Sipil di Indonesia 
  Lembaga Catatan Sipil yang ada di Indonesia sekarang ini 
sebenarnya merupakan kelanjutan, peralihan, pengambiloperan dari 
negeri Belanda yang dinamakan dengan Burgerlijke Stand (BS). Pada 
zaman Belanda, Burgerlijke Stand ini merupakan suatu lembaga yang 
diadakan oleh penguasa dengan maksud membukukan selengkap 
mungkin dan memberikan kepastian hukum sebesar-besarnya tentang 
semua peristiwa atau kejadian yang penting, misalnya kelahiran, 
kematian, perceraian dan pengakuan anak. Setiap peristiwa tersebut 
dicatat sebagai bukti mengenai yang dapat digunakan baik bagi yang 
berkepentingan maupun bagi pihak ketiga. 
 
Burgerlijke Stand yang ada di negara Belanda sendiri sebenarnya 
berasal dari Perancis. Hal ini terbukti dari sejarah bahwa pada abad 18, 
Belanda pernah menjadi negara jajahan Perancis dan lembaga semacam 
ini telah ada sejak Revolusi Perancis. Pada saat itu para pendetalah yang 
menyelenggarakan dan menyediakan daftar-daftar mengenai 
perkawinan, kelahiran, kematian dan sebagainya. Situasi ini kemudian 
berubah setelah dibentuknya Undang-Undang pada tanggal 20 
September 1772. Tugas pendeta digantikan oleh Pemerintah Kota Praja 
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dalam mengadakan daftar-daftar yang harus dicatat yaitu mengenai 
perkawinan, kematian dan kelahiran warga kota praja, sedangkan badan 
atau orang-orang lain dilarang melakukan pekerjaan itu. Sejak itulah 
pemerintah mengambil alih pelaksanaan catatan sipil dari pendeta 
menjadi tugas lembaga pemerintahan dan untuk selanjutnya Lembaga 
Catatan Sipil di Perancis diterapkan di Belanda dan di wilayah-wilayah 
jajahannya termasuk juga Hindia-Belanda. 
 
Di Batavia, pelaksanaan catatan sipil telah ada sejak tahun 1820 
yang terbukti dari arsip yang tersimpan di Kantor Catatan Sipil Propinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, meskipun secara resmi kelembagaan 
catatan sipil baru ada secara de yure tahun 1850 yang kedudukannya 
disesuaikan dengan wilayah kota Jakarta itu sendiri. Akan tetapi dalam 
pelaksanaannya hanya diperuntukkan bagi beberapa golongan penduduk 
saja terutama golongan Eropa. Hal ini seirama dengan politik 
pemerintah pada waktu itu, yang membagi dan menggolongkan 
penduduk, kemudian bagi setiap golongan penduduk berlaku hukum 
yang berbeda-beda, sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 131 
Indische Staatsregeling, yang dalam pokoknya adalah sebagai berikut : 
1) Hukum Perdata dan Dagang (begitu pula Hukum Pidana serta Hukum 
Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam Kitab Undang-
undang, yaitu dikodifikasikan. 
2) Untuk golongan bangsa Eropa dianut perundang-undangan yang 
berlaku di negara Belanda (asas konkordansi). 
3) Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan timur asing (Thionghoa, 
Arab dan sebagainya), jika ternyata "kebutuhan kemasyarakatan" 
mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa 
Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka baik seutuhnya maupun dengan 
perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat peraturan baru 
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bersama, untuk itu harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di 
kalangan mereka dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta untuk 
kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat mereka (ayat 2). 
4) Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing sepanjang mereka belum 
ditentukan dibawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa 
diperbolehkan menundukkan diri (onderwepen)  pada hukum yang 
berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan diri ini boleh dilakukan baik 
secara umum maupun dalam perbuatan tertentu saja (ayat 4). 
5) Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam Undang-
undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang 
berlaku bagi mereka yaitu hukum adat (ayat 6). 
 
Selanjutnya mengenai pembagian penduduk dibagi kedalam tiga 
golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing dan pribumi (Indonesia 
asli) yang diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling (Victor M. 
Situmorang, 1996 : 15-18). Penggolongan itu menghasilkan peraturan 
yang membedakan penduduk. Pembedaaannya tidak terbatas pada 
penggolongan etnik saja tetapi termasuk dalam bidang kependudukan 
yang mana pencatatan kelahiran dibedakan baik dari sisi administrasi 
maupun agama. Sejalan dengan penggolongan penduduk seperti yang 
disebutkan di atas maka untuk pelaksanaan catatan sipil diberlakukanlah 
peraturan-peraturan kolonial Belanda yang diatur dalam Staatsblad-
staatsblad sebagaimana yang telah dicantumkan sebelumnya. 
 
Bertitik tolak dari uraian di atas, jelaslah bahwa Lembaga 
Catatan Sipil pada awalnya memang kegiatannya sangat terbatas. 
Penduduk yang menikmati pelayanan dari Catatan Sipil juga terbatas. 
Berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 Pasal 
II Aturan Peralihan, maka ordonansi-ordonansi catatan sipil tersebut 
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masih berlaku setelah Indonesia merdeka sedangkan ketertutupan sifat 
pelayanan yang diberikan oleh Kantor Catatan Sipil ini berlanjut terus 
sejak awal kemerdekaan, masa pemerintahan orde lama hingga muncul 
dan berkembangnya masa awal orde baru. 
 
Setelah Indonesia merdeka, kelembagaan Kantor Catatan Sipil 
tersebut berada di bawah otoritas Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (dulu Departemen Kehakiman). Lalu tahun 1966, pemerintah 
mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 yang 
membuka Kantor Catatan Sipil bagi semua golongan, yang diikuti 
dengan Surat Edaran Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam 
Negeri tanggal 28 Januari 1967 sebagaimana diuraikan di  muka. Alasan 
dikeluarkannya Instruksi Presidium tersebut adalah karena masih 
berlakunya penggolongan penduduk yang yang sudah tidak sesuai lagi 
dengan tingkat perjuangan dan martabat bangsa Indonesia. Kemudian 
pada tahun 1967 dikeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor Pemudes 51/1/3 dan No. 
J.A/2/25 tanggal 28 Januari 1967 yang ditujukan kepada Gubernur 
Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah, Walikota dan Kepala Kantor 
Catatan Sipil di seluruh Indonesia yang pada prinsipnya mengatur 
mengenai masalah teknis pencantuman data kewarganegaraan seseorang 
dalam suatu Akta Catatan Sipil, yaitu dengan mencantumkan : 
1) Warga Negara Indonesia (bagi yang jelas kewarganegaraannya),        
berlaku untuk WNI asli ataupun keturunan. 
2) Warga Negara asing bagi yang mempunyai dokumen. 




Dalam usaha mengetahui asal-usulnya, maka Surat Edaran ini 
lebih lanjut menjelaskan bahwa di samping dicantumkan 
kewarganegaraannya, dalam redaksionalnya juga perlu disebutkan 
staatsbladnya. Misalnya, seorang Warga Negara Indonesia Keturunan 
Thionghoa, maka pada akta catatan sipilnya dicantumkan Warga Negara 
Indonesia, sedangkan data lainnya disebutkan juga Stbl. 1917 No. 130 
jo. 1919 No. 81 (Victor M. Situmorang, 1996 : 22-25). 
 
Pada tahun 1983, kelembagaan Catatan Sipil dipindahkan ke 
Departemen Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 
Tahun 1983 tentang Penataan dan Pembinaan Penyelenggaraan 
Pencatatan Sipil. Keputusan Presiden ini juga merombak struktur 
kelembagaan dan memperluas fungsi Pencatatan Sipil dengan 
menambahkan pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta 
memberikan mandat untuk mempersiapkan data yang diperlukan bagi 
pembuatan kebijakan di bidang kependudukan dan kewarganegaraan. Di 
tingkat nasional, sejak tahun 1983-2000, Kantor Catatan Sipil berada di 
bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal 
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Direktorat Bina 
Pemerintahan Umum, Sub-Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil. 
Di bawah Sub-Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil inilah 
terdapat Kepala Seksi Pencatatan Sipil (eselon IV di bawah menteri) 
yang bertanggung jawab dalam koordinasi Pencatatan Sipil dan 
khususnya Pencatatan kelahiran. Pada tahun 2001 hingga sekarang, 
kelembagaan tetap di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri dan 
diletakkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, kali 
ini pada Direktorat Catatan Sipil (eselon II di bawah menteri) yang 
bertanggung jawab dalam koordinasi Pencatatan Sipil dan khususnya 





b. Dasar Hukum Penyelenggaraan Catatan Sipil di Indonesia 
Secara garis besar aturan tentang Catatan Sipil dapat dibagi ke 
dalam dua periode yaitu masa sebelum kemerdekaan dan setelah 
kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa sebelum Indonesia 
merdeka berlaku aturan kolonial Belanda yaitu : 
1) Bagi bangsa Eropa diatur dalam S.1849 No. 25 dan perubahan-
perubahannya. 
2) Bagi bangsa Thionghoa diatur menurut S.1917 No.130 jo. S. 1919 No. 
81 dan perubahan-perubahannya. 
3) Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera dari Jawa dan Madura diatur 
menurut S. 1920 No. 751 jo. S. 1927 No.564 dan perubahan-
perubahannya. 
4) Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera Kristen di Jawa, Madura dan 
Minahasa diatur menurut S. 1933 No. 75 dan perubahan-perubahannya. 
5) Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam S. 1886 No. 23 jo. S. 
1898 No. 158 dan perubahan-perubahannya. 
 
Pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia sampai 
sekarang : 
1) Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/In/12/1966. 
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama 
Keluarga. 
3) Keputusan Presidium Kabinet No. 127/ 4/Kep/12/1966 tentang Ganti 
Nama WNI yang memakai nama Cina. 
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.  
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5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan. 
 
Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka baru pada 
tahun 2006 negara mempunyai aturan Pencatatan Sipil yang bersifat 
nasional, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.  Dengan demikian 
sebelum tahun 2006, Indonesia masih memakai aturan kolonial Belanda, 
padahal sesuai pertimbangan yang terdapat pada Instruksi Presidium 
Kabinet No. 31/U/In/12/1966, sudah direncanakan pengaturan tentang 
pencatatan sipil nasional di dalam perundang-undangan 
(http://jodisantosos.blogspot.com). 
 
c. Pengertian, Tujuan, Tugas dan Fungsi Lembaga Catatan Sipil 
1) Pengertian Lembaga Catatan Sipil 
Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang sengaja 
diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat atau mendaftar 
dan membukukan setiap peristiwa penting yang dialami warga 
masyarakat setelah ada laporan yang dimulai sejak lahir sampai 
meninggal, seperrti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, 
pengakuan dan pengesahan anak. Semua peristiwa keperdataan ini 
merupakan wilayah kewenangan catatan sipil untuk dicatat sehingga hak 
dan kewajiban yang mengikuti peristiwa-peristiwa hukum itu juga dapat 
diketahui oleh negara. 
 
Pencatatan atau  pendaftaran ini merupakan suatu bukti otentik 
baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain atau pihak lain yang 
berkepentingan. Suatu sistem dan cara pendaftaran catatan sipil yang 
baik dan tertib pelaksanaannya akan memberikan data-data tentang 
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kependudukan yang lengkap dan terpercaya disamping berbagai 
pendaftaran, seperti pendaftaran penduduk, sensus penduduk dan 
sebagainya (Galih Dewi Inanti Ahmad, 2002 : 15). 
2) Tujuan Lembaga Catatan Sipil 
Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan yang dilakukan 
oleh Catatan Sipil, bertujuan untuk : 
a) Memberikan keabsahan identitas dankepastian hukum atas 
dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting yang dialami oleh penduduk; 
b) Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; 
c) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional 
mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada 
berbagi tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah 
diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan 
pembangunan pada umumnya; 
d) Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional 
dan terpadu; dan 
e) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi 
sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Undang-
Undang Administrasi Kependudukan). 
 
2. Tinjauan Umum tentang Akta Catatan Sipil 
a. Pengertian Akta Catatan Sipil 
Istilah/perkataan "akta" yang dalam bahasa Belanda disebut 
acte/akte dan yang dalam bahasa Inggris disebut act/deed, pada 
umumnya (menurut pendapat umum) mempunyai dua arti, yaitu : 
1) Perbuatan (handeling)/perbuatan hukum (rechtshandeling); 
merupakan pengertian yang luas, dan 
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2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti 
perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan 
kepada pembuktian sesuatu (Victor Situmorang, 1996 : 50). 
Dalam rangka memperoleh/mendapatkan kepastian terhadap 
kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti otentik 
sehingga dapat dijadikan pedoman untuk membuktikan kedudukan 
hukum seseorang. Adapun bukti-bukti otentik yang dapat digunakan 
untuk mendukung kepastian tentang kedudukan seseorang itu ialah 
adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang 
untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum seseorang. 
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1983 
Pasal 5 ayat (2) Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta 
sebagaiman dimaksud di atas adalah Lembaga Catatan Sipil. Dalam 
Keputusan tersebut dikatakan sebagai berikut : 
"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat (1) pasal ini, maka Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi 
menyelenggarakan :  
a) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran. 
b) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan. 
c) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian. 
d) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta 
pengakuan/pengesahan anak. 
e) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian". 
 
Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapatlah ditarik suatu 
pengertian tentang Akta Catatan Sipil yaitu suatu surat/catatan resmi 
yang dibuat oleh pejabat pemerintahan yaitu Pejabat Catatan Sipil. Akta 
Catatan Sipil mencatat mengenai peristiwa yang menyangkut manusia 
yang terjadi di dalam keluarga (seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, 
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pengakuan/pengesahan anak, perceraian dan kematian) yang kemudian 
didaftarkan dan dibukukan pada Lembaga Catatan Sipil. Daftar-daftar 
itulah yang dinamakan akta catatan sipil sedangkan yang diserahkan 
adalah kutipan Akta Catatan Sipil dan Salinan Akta ada pada Kantor 
Catatan Sipil yang isinya sama dengan kutipan akta. 
 
Akta Catatan Sipil (dalam arti luas) pada prinsipnya terbagi ke 
dalam tiga bagian, yaitu : 
1) Register akta (akta dalam arti sempit), yaitu kumpulan berurutan dari 
lembaran-lembaran dokumen bercatatan yang disimpan instansi 
penyelenggara pencatatan sipil sebagai buku induk dan sebagai 
dokumen negara sehingga diperlakukan secara khusus dengan 
pengamanan yang ketat. Pada register inilah data Pencatatan Sipil 
tersebut dibuat. Penomeran dilakukan berdasarkan urutan tanggal 
masuknya dokumen (bukan tanggal peristiwa) dengan menyediakan 
sejumlah kolom tambahan untuk keperluan rujuk silang dengan 
pencatatan peristiwa penting yang lain (misalnya dalam Register 
Akta Kelahiran akan disebutkan juga apabila yang bersangkutan 
sudah menikah, sementara pernikahannya sendiri dicatat dalam 
register yang tersedia khusus untuk pernikahan). Register akta inilah 
yang berfungsi sebagai dokumen otentik pokok yang paling 
sempurna kekuatan hukumnya. Register ini bersifat permanen dan 
dirawat abadi. 
2) Kutipan akta (akta dalam pengertian masyarakat awam sehari-hari), 
yaitu lembaran dokumen resmi yang dibuat sebagai kutipan sebagian 
data relevan yang ada dalam register akta dan dipergunakan bagi 
keperluan pribadi yang  bersangkutan mengenai status hukum 
(dibawa dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari). Kutipan 
inilah yang dalam kehidupan sehari-hari dipergunakan sebagai bukti 
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otentik yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lain. Kekuatannya 
hanya kalah apabila terbukti berbeda dengan buku registernya, 
tuntutan hanya diperkenankan atas permintaan pihak yang 
berwenang dengan menggunakan alasan hukum yang 
diperkenankan. 
3) Salinan akta (akta dalam arti formalitas yuridis), yaitu salinan (kopi) 
dari satu berkas register tertentu baik secara penuh ataupun sebagian, 
dalam bentuk tiruan data yang sempurna. Keperluannya hanya untuk 
keperluan pengadilan, mengingat register akta pada prinsipnya tidak 
boleh dibawa keluar dari ruang penyimpanan, maka untuk 
kemudahan dibuatkan salinan tersebut (www.kpai.go.id).  
 
b. Macam-macam Akta Catatan Sipil berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang 
Administrasi Kependudukan : 
1) Akta Kelahiran, yaitu akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah 
daerah mengenai peristiwa kelahiran seorang anak yang mempunyai 
akibat hukum terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain 
dalam hal kekeluargaan maupun warisan. 
2) Akta Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah 
daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai 
akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang 
menyangkut bidang kekeluargaan dan warisan. 
3) Akta Perkawinan adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah 
daerah atas peristiwa hukum mengenai perkawinan antara seorang 
laki-laki dan seorang perempuan yang bukan beragama Islam sebagai 
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang 
bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 TAhun 
1974. 
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4) Akta Perceraian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah 
daerah atas peristiwa perceraian atau putusnya perkawinan dari suami 
isteri beserta akibat hukumnya baik terhadap dirinya maupum 
keluarganya dan pihak lain berdasarkan Keputusan Pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 
5) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak adalah akta otentik yang 
diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa pengakuan dan 
pengesahan anak yang mempunyai akibat hukum terhadap dirinya 
beserta keluarganya dan pihak lain di bidang kekeluargaan, warisan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
c. Fungsi Akta Catatan Sipil  
Fungsi/ kegunaan Akta Catatan Sipil menyangkut empat (4) 
pihak sebagai berikut, yaitu : 
1) Pihak Pemilik 
a) untuk masuk sekolah; 
b) untuk melamar pekerjaan; 
c) untuk melangsungkan perkawinan; 
d) untuk mengurus passport; 
e) untuk menentukan warisan; 
f) untuk mengurus kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia  
Keturunan Asing.  
2) Pihak Lain 
 Akta Catatan Sipil mengikat pihak-pihak yang berkepentingan, 
misalnya dalam hal pewarisan. 
3) Pihak Pemerintah 
a) menentukan status dan kedudukan hukum seseorang; 
b) menunjang tertib administrasi; 
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c) menunjang perencanaan pembangunan baik regional maupun 
nasional; 
d) mencegah terjadinya pemalasuan umur dan pemalsuan data 
pribadi; 
e) tertib administrasi kepegawaian. 
4) Pihak Dunia Internasional 
 Akta Catatan Sipil berlaku juga dalam pergaulan internasional, 
misalnya dalam hal melanjutkan sekolah ataupun bekerja di luar negeri. 
 
Sebagai dokumen hukum dan untuk mencapai tujuan serta 
manfaat yang tertinggi maka akta catatan sipil harus memenuhi asas-
asas permanen, kontinyu, memaksa dan universal. Permanen berarti 
bahwa dokumen-dokumen yang dikeluarkan yang berkaitan dengan 
pembuktian hukum harus selalu dijaga dan tidak diganti-ganti. Dokumen 
yang dikumpulkan akan terus dikumpulkan dan tidak mengenal 
pemusnahan karena bertujuan untuk membuktikan hubungan asal-usul 
hingga sejauh yang dimungkinkan untuk ditelusuri. Dokumen tersebut 
juga tidak pernah berubah sehingga merupakan jaminan bagi kepastian 
hukum. Asas ini berkolerasi dengan prinsip kehati-hatian, keakuratan 
dan perlindungan kerahasiaan data agar tidak terjadi penyalahgunaan. 
 
Kontinyu berarti bahwa sekali kegiatan pencatatan sipil telah 
diselenggarakan, hendaknya sistem yang dibangunnya tidak putus atau 
berganti-ganti kelembagaan yang dapat mengakibatkan keterputusan 
data. Kelembagaan akan terus bekerja dari generasi ke generasi dan 
menghasilkan data yang terpadu. Asas ini berkorelasi dengan 
kesinambungan data dan kejelasan pelayanan. Asas memaksa berarti 
bahwa penyelenggara pencatatan sipil harus bekerja dengan taat pada 
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asas dan tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang menyebabkan 
ketidakbenaran data yang harusnya dikumpulkan. 
 
Universal berarti bahwa penyelenggaraan pencatatan sipil harus 
dilakukan di seluruh wilayah suatu negara untuk memperoleh angka 
cakupan setinggi mungkin dengan tidak membeda-bedakan atu 
menciptakan ketentuan-ketentuan yang akan mengacaukan keakuratan 
seluruh peristiwa penting yang menjadi cakupan catatan sipil. Selain itu 
dokumen yang dikeluarkannya pun hendaknya memenuhi kebutuhan 
masyarakat dunias dan tidak menimbulkan keragu-raguan mengenai 
otentisitasnya (http://jodisantoso.blogspot.com). 
 
3. Tinjauan Umum tentang Akta Kelahiran 
a. Pengertian Akta Kelahiran 
Setiap kelahiran manusia, kapan dan dimanapun harus dicatat 
dan dibuatkan dokumennya. Pencatatan ini tidak bisa dilakukan 
sembarangan, melainkan harus dilakukan oleh lembaga resmi dengan 
standar ketat pula untuk menjamintingkat akurasi dan validasinya. 
Keseluruhan proses mulai dari pengisian formulir pelaporan, 
pemeriksaan administrasi, pencatatan register dan pengeluaran kutipan 
dokumennya dinamakan sebagai Pencatatan Sipil. Pencatatan tersebut 
dilakukan dalam dokumen yang dianamakan akta (www.kpai.go.id) 
 
Akta kelahiran adalah suatu akta catatan sipil yanng dibuat oleh 
Pegawai Catatan Sipil yang menyebutkan : 
1) Nomor akta kelahiran; 
2) Tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir; 
3) Nama anak; 
4) Nama orang tua; 
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5) Pengesahan oleh pejabat yang berwenang. 
Jadi, akta kelahiran membuktikan beberapa hal, yaitu : 
1) Anak yang namanya disebutkan didalamnya adalah anak dari prang 
yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling 
tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu. 
2) Anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu (Sryani 
BR. Ginting, 2003 : 22-23). 
 
b. Jenis Akta Kelahiran 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005, maka 
akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan 
kelahiran, yaitu : 
1) Akta kelahiran umum, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan 
laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) 
hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. 
2) Akta kelahiran istimewa, yaitu akta kelahiran yang dibuat 
berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 
(enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi 
WNA sejak tanggal kelahiran bayi. 
3) Akta kelahiran dispensasi, yaitu akta kelahiran yang dibuat 
berdasarkan program pemerintah untuk memberikan kemudahan 
bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 
dan terlambat pendaftaran/pencatatan kelahirannya. 
 
c. Manfaat Akta Kelahiran 
Manfaat dari akta kelahiran adalah menentukan status hukum 
sebagai syarat untuk : 
1) Masuk sekolah dari TK sampai Perguruan Tinggi.  
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2) Melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI.  
3) Pembuatan KTP/ KK/ NIK.  
4) Pembuatan SIM.  
5) Pembuatan Passport.  
6) Pengurusan Hak Waris. 
7) Pengurusan tunjangan Keluarga. 
8) Pengurusan Bea Siswa.  
9) Pengurusan Asuransi. 
10) Pengurusan Pensiun. 
11) Melaksanakan Pencatatan Perkawinan. 
12) Melaksanakan Pencatatan Perceraian. 
13) Melaksanakan Ibadah Haji. 
14) Pengurusan pengaduan anak. 
15) Pengangkatan Anak/ Adopsi. 
16) Penggunaan Hak Pilih. 
 
4. Tinjauan Umum tentang Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa 
dan Arab 
Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya 
unsur warga negara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu sehingga 
warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga negara lain. 
Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan 
salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip ius soli atau prinsip ius sanguinis. 
Yang dimaksud dengan ius soli adalah prinsip yang mendasarkan diri pada 
pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan ius sanguinis 
mendasakan diri pada prinsip hubungan darah. 
 
Berdasarkan prinsip ius soli, seseorang yang dilahirkan di dalam 
wilayah hukum suatu negara, secara hukum dianggap memiliki status 
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kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya itu. Di beberapa negara, 
dianut prinsip ius sanguinis yang mendasarkan diri pada faktor pertalian 
seseorang dengan status orang tua yang berhubungan darah denngannya. 
Apabila orangtuanya berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis 
kewarganegaraan anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan 
orangtuanya. 
 
Proses kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu : 
1. Kewarganegaraan karena kelahiran atau ‘citizenship by birth’,  status 
kewarganegaraan seseorang ditentukan karena kelahirannya. Siapa 
saja yang lahir dalam wilayah hukum suatu negara, terutama yang 
menganut prinsip ‘ius soli’ sebagaimana dikemukakan di atas, maka 
yang bersangkutan secara langsung mendapatkan status 
kewarganegaraan, kecuali apabila yang bersangkutan ternyata 
menolak atau mengajukan permohonan sebaliknya. 
2. Kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau ‘citizenship by 
naturalization’. Melalui proses pewarganegaraan ini, seseorang 
dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, 
dan kemudian pejabat yang bersangkutan dapat mengabulkan 
permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan status yang 
bersangkutan menjadi warganegara yang sah.  
3. Kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau ‘citizenship by 
registration’ status kewarganegaraan yang cukup ditentukan dengan 
cara registrasi saja. 
 
Yang disebut Warga Negara Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, bahwa Warga Negara 
Indonesia adalah:  
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a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik 
Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini 
berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; 
b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah 
dan ibu Warga Negara Indonesia; 
c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah 
Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; 
d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah 
warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; 
e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu 
Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai 
kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak 
memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; 
f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari 
setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah 
dan ayahnya Warga Negara Indonesia; 
g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu 
Warga Negara Indonesia; 
h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu 
warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga 
Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu 
dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) 
tahun atau belum kawin; 
i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang 
pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan 
ibunya; 
j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara 
Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; 
k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila 
ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau 
tidak diketahui keberadaannya; 
l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik 
Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia 
yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut 
dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang 
bersangkutan; 
m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan 
permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau 
ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau 
menyatakan janji setia. 
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Dengan diberlakukannya Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2006 
tentang Kewarganegaraan, berbagai ketentuan yang bersifat diskriminatif 
sudah disempurnakan. Warga keturunan yang lahir dan dibesarkan di 
Indonesia sudah tidak selayaknya lagi diperlakukan sebagai orang asing. 
Dalam kaitan ini, kita tidak perlu lagi menggunakan istilah penduduk asli 
ataupun bangsa Indonesia asli seperti yang masih tercantum dalam penjelasan 
UUD 1945 tentang kewarganegaraan (http://www.theceli.com). 
 
a. Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa 
Tionghoa di Indonesia merupakan keturunan dari leluhur mereka 
yang berimigrasi secara periodik dan bergelombang. Bangsa Tionghoa 
telah ribuan tahun mengunjungi kepulauan Nusantara. Salah satu catatan-
catatan tertua ditulis oleh para agamawan Fa Hsien pada abad ke-4 dan 
terutama I Ching pada abad ke-7. I Ching ingin datang ke India untuk 
mempelajari agama Buddha dan singgah dulu di Nusantara untuk belajar 
bahasa Sansekerta dahulu. Di Jawa ia berguru pada seseorang bernama 
Jñânabhadra. Kemudian dengan berkembangnya negara-negara kerajaan 
di tanah Jawa mulai abad ke-8, para imigran Tionghoa pun mulai 
berdatangan. Pada prasasti-prasasti dari Jawa orang Tionghoa disebut-
sebut sebagai warga asing yang menetap di samping nama-nama suku 
bangsa dari Nusantara, daratan Asia Tenggara dan anak benua India.  
 
Orang-orang Tionghoa di Indonesia berasal dari tenggara Tiongkok. 
Mereka termasuk suku-suku Hakka, Hainan, Hokkien, Kantonis, Hokchia, 
Tiochiu. Daerah asal yang terkonsentrasi di pesisir tenggara Tiongkok 
dapat dimengerti karena dari sejak zaman Dinasti Tang, kota-kota 
pelabuhan di pesisir tenggara Tiongkok memang telah menjadi bandar 
perdagangan yang ramai. Quanzhou malah tercatat sebagai bandar 
pelabuhan terbesar dan tersibuk di dunia pada zaman tersebut. 
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Ramainya interaksi perdagangan di daerah pesisir tenggara ini 
kemudian menyebabkan banyak sekali orang-orang Tionghoa juga merasa 
perlu keluar berlayar untuk berdagang. Tujuan utama saat itu adalah Asia 
Tenggara dan oleh karena pelayaran sangat tergantung pada angin musim, 
maka setiap tahunnya, para pedagang Tionghoa akan bermukim di 
wilayah-wilayah Asia Tenggara yang disinggahi mereka. Demikian 
seterusnya ada pedagang yang memutuskan untuk menetap dan menikahi 
wanita setempat, ada pula pedagang yang pulang ke Tiongkok untuk terus 
berdagang. 
 
Tionghoa adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang di Indonesia 
berasal dari kata Cung Hwa dari Tiongkok. Istilah Tionghoa dan 
Tiongkok lahir dari lafal Melayu (Indonesia) dan Hokian, jadi secara 
linguistik Tionghoa dan Tiongkok memang tidak dikenal (diucapkan dan 
terdengar) diluar masyarakat Indonesia. Tionghoa adalah khas Indonesia, 
oleh sebab itu di Malaysia dan Thailand tidak dikenal istilah ini. 
 
Sebagian besar dari orang-orang Tionghoa di Indonesia menetap di 
pulau Jawa. Daerah-daerah lain di mana mereka juga menetap dalam 
jumlah besar selain di daerah perkotaan adalah: Sumatra Utara, Bangka-
Belitung, Sumatra Selatan, Lampung, Lombok, Kalimantan Barat, 
Banjarmasin dan beberapa tempat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 
 
Sejarah politik diskriminatif terhadap etnis Tionghoa berlangsung 
sejak era Orde Lama hingga Orde Baru. Pada Orde Lama keluar Peraturan 
Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang melarang WNA Tionghoa untuk 
berdagang eceran di daerah di luar ibukota provinsi dan kabupaten. Hal ini 
menimbulkan dampak yang luas terhadap distribusi barang dan pada 
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akhirnya menjadi salah satu sebab keterpurukan ekonomi menjelang tahun 
1965. Selama Orde Baru juga terdapat penerapan ketentuan tentang Surat 
Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atau yang lebih populer 
disebut SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia 
(WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun 
ketentuan ini bersifat administratif, secara esensi penerapan SBKRI sama 
artinya dengan upaya yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi 
status hukum WNI yang "masih dipertanyakan". 
 
Suku bangsa Tionghoa di Indonesia adalah satu etnis penting dalam 
percaturan sejarah Indonesia jauh sebelum Republik Indonesia 
dideklarasikan dan terbentuk. Setelah negara Indonesia terbentuk, maka 
otomatis orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia haruslah 
digolongkan menjadi salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia 
setingkat dan sederajat dengan suku-suku bangsa lainnya yang 
membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
b. Warga Negara Indonesia Keturunan Arab 
Suku Arab-Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memiliki 
keturunan etnis Arab dan etnis pribumi Indonesia. Pada mulanya mereka 
umumnya tinggal di perkampungan Arab yang tersebar di berbagai kota di 
Indonesia -- misalnya di Jakarta (Pekojan), Surakarta (Pasar Kliwon), 
Surabaya (Ampel), Malang (Jagalan), Cirebon (Kauman), Mojokerto 
(Kauman), Yogyakarta (Kauman) dan Probolinggo (Diponegoro) -- serta 
masih banyak lagi yang tersebar di kota-kota seperti Palembang, Banda 
Aceh, Sigli, Medan, Banjarmasin, Makasar, Gorontalo, Ambon, Mataram, 
Kupang, Papua dan bahkan di Timor Timur. Pada jaman penjajahan 
Belanda, mereka dianggap sebagai bangsa Timur Asing bersama dengan 
suku Tionghoa-Indonesia dan suku India-Indonesia, tapi seperti kaum 
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etnis Tionghoa dan India, tidaklah sedikit yang berjuang membantu 
kemerdekaan Indonesia. 
 
Kedatangan koloni Arab dari Hadramaut ke Indonesia diperkirakan 
terjadi sejak abad pertengahan (abad ke-13), dan hampir semuanya adalah 
pria. Tujuan awal kedatangan mereka adalah untuk berdagang sekaligus 
berdakwah, dan kemudian berangsur-angsur mulai menetap dan 
berkeluarga dengan masyarakat setempat. Berdasarkan taksiran pada 1366 
H (atau sekitar 57 tahun lalu), jumlah mereka tidak kurang dari 70 ribu 
jiwa. Ini terdiri dari kurang lebih 200 marga. Marga-marga ini hingga 
sekarang mempunyai pemimpin turun-temurun yang bergelar "munsib". 
Para munsib tinggal di lingkungan keluarga yang paling besar atau di 
tempat tinggal asal keluarganya. Semua munsib diakui sebagai pemimpin 
oleh suku-suku yang berdiam di sekitar mereka. Di samping itu, mereka 
juga dipandang sebagai penguasa daerah tempat tinggal mereka. Di antara 
munsib yang paling menonjol adalah munsib Alatas, munsib 
Binsechbubakar serta munsib Al Bawazier. Saat ini diperkirakan jumlah 
keturunan Arab Hadramaut di Indonesia lebih besar bila dibandingkan 
dengan jumlah mereka yang ada di tempat leluhurnya sendiri. Penduduk 
Hadramaut sendiri hanya sekitar 1,8 juta jiwa. Bahkan sejumlah marga 
yang di Hadramaut sendiri sudah punah - seperti Basyeiban dan Haneman 
- di Indonesia jumlahnya masih cukup banyak. 
 
2. Kerangka Pemikiran 
Di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 
1945, disebutkan bahwa, "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang 
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 
Undang-undang sebagai warga negara". Berdasarkan pasal tersebut, maka 
dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi Warga Negara Indonesia 
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harus disahkan dengan bukti-bukti tertentu berdasarkan undang-undang, yaitu 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Begitu 
juga dengan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Arab  yang 
sudah bergenerasi-generasi ada di Indonesia. Mereka mempunyai hak yng 
sama dengan warga negara Indonesia asli, termasuk dalam hal Pencatatan 
Sipi. Status sebagai warga negara mereka  dapat dibuktikan dengan adanya 
pengadministrasian penduduk yang bersangkutan. Pengadministrasian ini 
dilakukan dengan penerbitan akta-akta kependudukan, seperti akta kelahiran, 
akta perkawinan, akta perceraian, serta akta pengakuan dan pengesahan anak. 
Akta-akta ini dapat digunakan sebagai bukti seseorang dalam bidang publik 
maupun bidang keperdataan.  
 
Akta-akta kependudukan ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
yang telah ditunjuk oleh negara yaitu Lembaga Catatan Sipil (Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil). Untuk wilayah Surakarta, pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil ini diatur dalam Perda Kota Surakarta No. 6 
Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang 
dijadikan dasar dalam pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya 
ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kantor 
Catatan Sipil sehingga Warga Negara keturunan Tionghoa dan Arab belum 
sepenuhnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana Warga Negara Indonesia 
lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pihak Catatan Sipil 
akan berusaha memberikan solusinya sehingga hak-hak penduduk, terutama 
dalam bidang Catatan Sipil dapat dipenuhi tanpa membedakan lagi apakah 









Dari uraian di atas, maka kerangka pemikirannya dapat digambarkan 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta 
 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta yang diambil oleh penulis 
untuk menjadi lokasi penelitian beralamat di Jalan Bhayangkara No. 3 Surakarta. 
Beberapa hal yang dapat diketahui secara umum dari Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Surakarta, antara lain : 
1. Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta 
Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta ialah 
"Profesional dalam pelayanan agar terwujud masyarakat kota yang 
berbudaya dan beridentitas serta mempunyai alat bukti yang otentik". 
Adapun arti visi yang telah dicanangkan ini adalah melayani masyarakat 
dengan mendekatkan fungsi pelayanan serta sikap profesional sehingga 
masyarakat sadar akan arti pentingnya identitas dan alat bukti yang 
otentik. 
 
2. Misi dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta 
Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta adalah 
sebagai berikut : 
a. Mewujudkan pelayanan masyarakat di bidang tertib administrasi 
kependudukan yang mudah, cepat, tepat dan pasti. 
b. Menyimpan dan memelihara dokumen akta secara profesional. 
c. Melakukan kegiatan penyuluhan yang efisien dan efektif. 
d. Melakukan kegiatan pelayanan ketatausahaan yang prima. 





3. Tujuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta 
Adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta 
meliputi : 
a. Meningkatkan profesionalisme kerja seluruh pegawai sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing. 
b. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)dalam rangka 
otonomi daerah. 
c. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa layanan 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta. 
 
4. Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta 
Adapun yang menjadi sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Surakarta adalah : 
a. Seluruh warga masyarakat kota Surakarta berbudaya, beridentitas serta 
mempunyai alat bukti yang otentik. 
b. Meningkatkan pelayanan dan profesionalisme kerja agar tercapai 
tujuan akhir yaitu peningkatan kontribusi PAD Surakarta. 
c. Menjadi pusat data kependudukan yang dapat memberi informasi bagi 
penentuan kebijakan pemerintah khususnya Pemerintah Kota 
Surakarta. 
 
5. Strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta meliputi : 
a. Mengadakan penyuluhan secara berkesinambungan kepada seluruh 
masyarakat kota Surakarta sebagai pengguna jasa yang terbesar dari 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta. 
b. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan baik secara langsung kepada 
masyarakat maupun menggunakan media cetak dan elektronik. 
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c. Mengadakan kerjasama dengan instansi lain, misalnya : rumah sakit, 
gereja, karang taruna, kelurahan dan lain-lain. 
d. Mengadakan progran jemput bola secara reguler di kecamatan. 
6. Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal 
(ALE). 
Untuk mewujudkan visi yang ada dituntut adanya Analisis 
Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal. Selain itu, untuk 
mewujudkan tujuan dengan sasaran jangka panjang kemudian disusun 
rencana strategi melalui penetapan sasaran, dalam hal ini ditetapkan 
mengenai fokus kegiatan, alokasi sumbernya dan kemampuan manajemen 
orang. 
 
Analisis Lingkungan Internal adalah studi tentang "kekuatan dan 
kelemahan" internal suatu organisasi masa kini dan potensi yang 
diperkirakan akan muncul di masa depan sebagai data base atau bahan 
untuk menetapkan dan menyusun perancanaan dan strategi organisasi 
masa depan, yaitu meliputi : 
a. Rencana situasi dan kondisi organisasi (struktur, susunan pengurus, 
efektivitas dan kegiatannya). 
b. Efektivitas komunikasi antar unit, sumber daya dan pemberdayaannya. 
 
Analisis Lingkungan Eksternal adalah studi tentang "ancaman dan 
peluang" eksternal suatu organisasi masa kini dan potensi masa depan 
sebagai data base atau bahan untuk menetapkan dan menyusun 
perencanaan strategi masa depan yang meliputi : situasi dan kondisi di 
sekeliling organisasi yang berpengaruh terhadap kehidupan organisasi, 
ekonomi, teknologi, sosial budaya, ekologi, politik dan keamanan. 
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7. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta, 
terdiri dari : 
a. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 
1) Sub Bagian Umum; 
2) Sub Bagian Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Keuangan. 
c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari : 
1) Seksi Perencanaan; 
2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan. 
d. Sub Dinas Kependudukan, terdiri dari : 
1) Seksi Pendaftaran Penduduk; 
2) Seksi Mutasi Penduduk. 
e. Sub Dinas Catatan Sipil, terdiri dari : 
1) Seksi Perkawinan dan Perceraian; 
2) Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak. 
f. Sub Dinas Dokumentasi dan Informasi, terdiri dari : 
1) Seksi Pengelolaan Dokumen; 
2) Seksi Pelayanan Dokumen; 
3) Seksi Penyuluhan. 
g. Kelompok Jabatan dan Fungsional 
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta 
termuat dalam lampiran. 
 
B. Problematika dalam Pencatatan Kelahiran bagi Warga Negara 




Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak 
sebagai manusia. Hak pertama yang harus didapat sebagai manusia adalah hak untuk 
memperoleh nama yang dicantumkan dalam suatu akta sebagai identitas diri dan 
status kewarganegaraan serta untuk mengetahui orang tuanya yang menjadi salah satu 
urusan umum pemerintah di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk. 
Pencatatan kelahiran setiap anak untuk membuktikan identitasnya, dalam bentuk 
pemberian Akta Kelahiran (yang sehari-hari biasa disebut sebagai Akte Lahir), 
merupakan bagian pemenuhan hak asasi manusia yang universal. Pembuatan Akta 
Kelahiran sudah menjadi bagian hukum kebiasaan internasional yang berlaku sebagai 
bagian hubungan antar bangsa-bangsa beradab.  
 
Hal ini diakibatkan penerimaan yang sangat luas dari Akta Kelahiran yang 
dibuat oleh suatu negara dalam pemakaiannya di negara lain untuk keperluan 
pembuktian status hukum orang bersangkutan, misalnya mengenai usia, melacak 
status perkawinan dan sebagai dokumen identitas otentik tingkat pertama. Karena itu, 
setiap negara memiliki kewajiban mencatat dan memberikan fasilitas pencatatan 
kelahiran, agar setidaknya memenuhi syarat-syarat dasar yang diakui dalam 
pergaulan internasional. Pencatatan kelahiran merupakan langkah pertama untuk 
menjamin semua hak anak, seperti mendapatkan pelayanan kesehatan, masuk 
sekolah, dukungan sosial dan perlindungan dari eksploitasi semena-mena. 
 
Setiap kelahiran manusia, kapan dan dimana pun harus dicatat dan dibuatkan 
dokumennya. Pencatatan ini tidak bisa sembarangan, melainkan harus dilakukan oleh 
lembaga resmi dengan standar yang ketat pula untuk menjamin tingkat akurasi dan 
validasinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan 
Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Pembinaan 
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, bahwa lembaga yang berwenang untuk melakukan 
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pencatatan adalah Lembaga Catatan Sipil atau yang sekarang dikenal dengan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil. 
 
Keseluruhan proses mulai dari pengisian formulir pelaporan, pemeriksaan 
administrasi, pencatatan register dan pengeluaran kutipan dokumennya dinamakan 
sebagai Pencatatan Sipil. Pencatatan kelahiran merupakan bagian Pencatatan Sipil. 
Pencatatan tersebut dilakukan dalam dokumen yang dinamakan Akta. Formulir dan 
surat pelaporan bukanlah akta, namun merupakan dokumen isian yang diperlukan 
untuk membuat akta. 
 
Akta kelahiran seorang anak bukanlah alat bukti untuk mengesahkan status 
KTP, perkawinan atau kewarganegaraan orang tuanya. Akta kelahiran harus 
ditempatkan pada posisi sebenarnya, yaitu sebagai dokumen otentik dalam peristiwa 
kehidupan seorang anak yang harus diberikan oleh negara dan pemerintah kepada 
siapapun anak yang lahir dalam wilayah Republik Indonesia. Pemberian akta 
kelahiran adalah bukti penyelenggara pemerintahan telah memberikan perlindungan 
terhadap hak sipil anak, diberikan tanpa diskriminasi, dan dibuat demi kepentingan 
terbaik bagi anak tanpa membeda-bedakan suku, etnis, ras, agama, dan latar belakang 
sosial, ekonomi dan budaya orang tua atau masyarakat. 
 
Pencatatan Kelahiran bagi Warga Negara Keturunan Tionghoa dan Arab di 
Surakarta dilakukan berdasar Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 2002 
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil, seperti yang 
disebutkan dalam Pasal 18 dan berlaku sama bagi seluruh warga Indonesia, yaitu : 
(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan orang tuanya atau keluarganya atau 
kuasanya kepada walikota selambat-lambatnya : 
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a. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi Warga Negara 
Indonesia yang tunduk pada Stbl. 1917 No. 130 tentang Pencatatan 
Sipil golongan Tionghoa, Stbl. 1920 No. 751 tentang Pencatatan Sipil 
bagi orang Indonesia, Stbl. 1933 No. 75 tentang Pencatatan Sipil bagi 
bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa serta Non Stbl. 
b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi Warga Negara 
yang tunduk pada Stbl. 1849 No. 25 tentang Pencatatan Sipil 
Golongan Eropa. 
(2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus mendapat : 
a. Persetujuan Walikota bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 No. 751 
tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Stbl. 1933 No. 75 
tentang Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, 
Minahasa serta Non Stbl. yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas 
nama Walikota. 
b. Putusan Pengadilan bagi yang tunduk pada Stbl. 1917 No. 130 tentang 
Pencatatan Sipil golongan Tionghoa dan Stbl. 1849 No. 25 tentang 
Pencatatan Sipil Golongan Eropa. 
(3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) 
diterbitkan Akta Kelahiran. 
(4) Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh 
orangtuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Walikota selambat-
lambatnya satu tahun setelah kembali ke Indonesia.  
 
 Berdasarkan ketentuan diatas, maka Akta Kelahiran bagi Warga Negara 
Keturunan Tionghoa dan Arab di Surakarta dalam pencatatannya masih 
menggunakan penggolongan penduduk yang dicantumkan dalam akta kelahirannya, 
yaitu Staasblad 1917 untuk keturunan Tionghoa dan Staatsblad 1933 untuk keturunan 
Arab. Sekalipun saat ini telah disahkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan 
yang di dalamnya menyebutkan bahwa penggolongan penduduk tidak lagi 
diberlakukan namun dalam pelaksanaanya aturan tersebut belum dapat terlaksana 
dikarenakan belum ada peraturan pelaksanaannya. 
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 Saat ini pembuatan akta kelahiran tidak lagi dikenai biaya apapun, artinya 
semua biaya pembuatan akta kelahiran adalah gratis. Hal ini merupakan perwujudan 
dari Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu agar hak-hak anak dapat terpenuhi 
sehingga negara berkewajiban untuk memenuhinya. Selanjutnya, pemberian Akta 
Kelahiran gratis ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil di Daerah. Peraturan Mendagri No. 28 Tahun 2005 ini dikeluarkan 
tanggal 5 Juli 2005 menyebutkan bahwa pemberian Kutipan Akta Kelahiran kepada 
penduduk tanpa dipungut biaya. Meskipun Peraturan Menteri ini dalam 
konsideransnya tidak mencantumkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, namun isinya sudah mempertimbangkan UU tersebut. Padahal, payung utama 
Akta Kelahiran gratis terdapat dalam Undang-Undang tersebut.  
 
Pembuatan Akta Kelahiran baik oleh Warga Keturunan Tionghoa dan Arab 
atau oleh Warga Negara Indonesia asli sebenarnya tidak ada perbedaan selama 
kelahirannya tersebut dilaporkan dalam jangka waktu 0-60 hari, yang dinamakan 
dengan Pembuatan Akta Kelahiran Baru atau Akta Kelahiran Umum.  
 Persyaratan yang diperlukan untuk pencatatan Akta Kelahiran Baru : 
1. formulir pencatatan dan pemberitahuan kelahiran di Surakarta rangkap 
tiga untuk kepentingan : 
a. aspek hukum 
b. aspek vital  
c. arsip 
2. surat keterangan kelahiran dari lurah atau kepala desa dimana orang tua 
tercatat sebagai penduduk tetap; 
3. surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/ atau yang membantu 
proses kelahiran; 
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4. foto copy surat nikah atau akta perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh 
instansi yang berwenang (khusus legalisir surat nikah/ akta perkawinan 
yang diterbitkan dari luar Surakarta dapat diganti dengan menunjukkan 
aslinya dan mengisi formulir pernyataan bermaterai cukup); 
5. foto copy KK dan KTP pemohon/ orangtua yang dilegalisir instansi yang 
berwenang atau menunjukkan aslinya; 
6. dua orang saksi hadir dengan melampirkan foto copy yang dilegalisir oleh 
instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya; 
7. apabila akta perkawinan atau surat nikah orangtua belum tercatat sebagai 
WNI maka dilengkapi bukti pewarganegaraan orangtua yang diterbitkan 
oleh instansi yang berwenang; 
8. foto copy dokumen imigrasi bagi pemohon WNA yang dilegalisir oleh 
instansi yang berwenag; 
9. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang menguasakan. 
 
Perbedaan Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran oleh Warga Negara 
Keturunan Tionghoa dan Arab terjadi apabila mereka terlambat melaporkan kelahiran 
atau yang dikenal dengan Pencatatan Kelahiran Terlambat Pencatatan dan Dispensasi, 
yaitu apabila telah melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran 
untuk Pencatatan Kelahiran Terlambat Pencatatan dan yang lahir sebelum tanggal 31 
Desember 1985 untuk Pencatatan Kelahiran Dispensasi, namun untuk Pencatatan 
Kelahiran Dispensasi saat ini sudah tidak ada lagi.  
 
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 474. 1-311 tentang 
Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran, Dispensasi Akta Kelahiran hanya diberikan 
pada Warga Negara Indonesia Asli yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985, 
yakni sejak terbentuknya secara efektif Kantor Catatan Sipil diseluruh Indonesia 
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten-Kotamadya. Dispensasi 
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tidak berlaku terhadap mereka yang terkena ketentuan Reglement Catatan Sipil 
Tionghoa Staatsblad 1917 dan Reglement Catatan Sipil Eropa Staatsbald 1849, 
karena untuk kedua golongan ini memerlukan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu. 
Kemudian dikenal yang namanya Pemutihan Akta Kelahiran yang diperuntukkan 
bagi dua golongan di atas yang tidak mendapatkan Dispensasi Akta Kelahiran atau 
disebut juga Sidang Massal. Pemberian akta kelahiran Dispensasi ini terakhir kali 
diberikan pada tahun 1989, karena pada waktu itu telah berlaku ketentuan yang baru, 
yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 474. 1-785 tentang Penertiban Akta 
Kelahiran bagi yang Terlambat Pencatatannya. Ketentuan ini berlaku bagi mereka 
yang lahir setelah 1 Januari 1986 sehigga tidak dikenal lagi Dispensasi Akta 
Kelahiran.  
 
Persyaratan untuk Pencatatan Kelahiran Terlambat Pencatatan : 
1. formulir pencatatan dan pemberitahuan kelahiran di Surakarta rangkap 
tiga  untuk kepentingan: 
a. aspek hukum 
b. aspek vital  
c. arsip 
2. surat keterangan kelahiran dari lurah atau kepala desa dimana orangtua 
tercatat sebagai penduduk tetap atau tempat domisili yang bersangkutan; 
3. surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau yang membantu 
proses kelahiran; 
4. foto copy surat nikah/akta perkawinan orangtua yang dilegalisir oleh 
instansi yang berwenang (khusus legalisir surat nikah/akta perkawinan 
yang diterbitkan dari luar Surakarta dapat diganti dengan menunjukkan 
aslinya dan mengisi formulir pernyataan bermaterai cukup); 
5. foto copy KTP dan KK pemohon/orangtua yang dilegalisir instansi yang 
berwenang atau menunjukkan aslinya; 
6. foto copy ijasah bagi anak yang tamat pendidikan sekolah; 
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7. dua orang saksi hadir dengan melampirkan foto copy yang dilegalisir oleh 
instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya; 
8.  permohonan persetujuan penerbitan akta catatan sipil bermaterai cukup; 
9. permohonan persetujuan pemberian akta kelahiran terlambat bermaterai 
cukup; 
10. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang menguasakan. 
 
Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran  
Adapun prosedur penyelesaian akta kelahiran baru yang diselenggarakan di 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta adalah : 
1. Pemohon mendatangi Loket, lalu mendaftar dengan mengisi formulir dan 
membawa syarat lengkap, diteliti oleh petugas yang berwenang setelah itu 
diagendakan. Tahap selanjutnya, pemohon dan saksi mengisi register 
tersebut. 
2. Berkas diserahkan kepada Korektor yang merupakan staf dari Subseksi 
Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak. 
3. Korektor mengetik arsip tersebut. 
4. Kepala Subseksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak 
(Kasi KKP) mengoreksi, setelah itu menyerahkan Blangko Akta 
Kependudukan kepada pemohon. 
5.  Pengetikan Akta dilakukan secara komputerisasi. 
6. Kutipan akta dikoreksi lagi oleh korektor. 
7. Arsip diparaf oleh Kasi KKP. 
8. Kutipan akta diparaf oleh Kepala Sub Dinas Catatan Sipil. 
9. Kepala Dinas Kependudukan dna Catatan Sipil Surakarta menandatangani 
kutipan akta. 
10. Petugas mamberi stempl dan tera (security stamp). 
11. Akta diserahkan pada Bagian Pengambilan (Loket 1). 
12. Pemohon mengambil akta. 
 liv 
 
Prosedur penyelesaian Akta Kelahiran dalam hal Terlambat Pencatatan, terdiri 
dari beberapa tahap, yaitu : 
1. Pemohon mendatangi Loket, lalu mendaftar dengan mengisi formulir dan 
membawa syarat lengkap, diteliti oleh petugas yang berwenang setelah itu 
diagendakan. Tahap selanjutnya, pemohon dan saksi mengisi register 
tersebut. 
2. Berkas diserahkan kepada Korektor yang merupakan staf dari Subseksi 
Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak. 
3. Setelah dikoreksi, dibuatkan petikan SK Walikota oleh staf Subseksi 
KKP. 
4. Korektor mengetik arsip tersebut. 
5. Kepala Subseksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak 
(Kasi KKP) mengoreksi, setelah itu menyerahkan Blangko Akta 
Kependudukan kepada pemohon. 
6.  Pengetikan Akta dilakukan secara komputerisasi. 
7. Kutipan akta dikoreksi lagi oleh korektor. 
8. Arsip diparaf oleh Kasi KKP. 
9. Kutipan akta diparaf oleh Kepala Sub Dinas Catatan Sipil. 
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta menandatangani 
kutipan akta. 
11. Petugas mamberi stempl dan tera (security stamp). 
12. Akta diserahkan pada Bagian Pengambilan (Loket 1). 
13. Pemohon mengambil akta. 
Tahap-tahap tersebut dapat dilihat dalam skema terlampir. 
 
Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hanya dikenal dua jenis 
akta kelahiran, yaitu Akta Kelahiran Lahir Baru dan Akta Kelahiran Terlambat 
Pencatatan. Jika peraturan yang dulu, batas waktu pencatatannya adalah 60 (enam 
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puluh) hari dan harus disertai dengan Keputusan Walikota/ Bupati dan Penetapan 
Pengadilan Negeri maka dalam Undang-Undang yang baru ini batas waktu untuk 
terlambat pencatatannya adalah lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan satu 
tahun harus disertai dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil ditambah denda dan lebih dari satu tahun dengan penetapan Pengadilan Negeri, 
juga dengan disertai denda. Hal ini diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang 
Administrasi Kependudukan. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh warga negara 
Indonesia tanpa membedakan golongan. 
 
Problematika yang sering dihadapi oleh pihak Catatan Sipil dalam pencatatan 
kelahiran bagi Warga Negara Keturunan Tionghoa dan Arab di Surakarta, 
berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber adalah : 
1. Belum diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk. 
Salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ini yaitu Pasal 
106 menyebutkan bahwa: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku : 
a. Buku Kesatu Bab Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 
1847: 23); 
b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het 
Holden der Registers van den Burgelyken Stand voor Europeanen, 
Staatsblad 1849: 25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Staatsblad 1946: 1361); 
c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor 
Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de 
Chinezean. Staatsblad 1917: 129 jo. Staatsblad 1939:288 
sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946: 136); 
d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op 
het Holden van de Registers van den Burgerlijeken Stand Door 
Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, 
behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura,Staatsblad 1920: 
751 jo. Staatsblad 1927: 564); 
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e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia 
(Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa 
en Amboiena, Staatsblad 1933: 74 jo. Staatsblad 1936:607 
sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939: 288); 
f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau 
Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154); 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku". 
 
Pasal di atas dimaksudkan untuk menghapus adanya penggolongan 
dalam Pencatatan Sipil yang selama ini berlaku. Dengan 
diberlakukannya Undang-Undang ini, maka warga keturunan yang telah 
menjadi warga negara Indonesia akan memperoleh hak-hak yang sama 
dengan warga negara Indonesia asli tanpa ada pembedaan perlakuan.  
Pelaksanaan Undang-Undang ini hanya tinggal menunggu turunnya 
Peraturan Pelaksanaan untuk kemudian disesuaikan oleh tiap-tiap 
daerah. 
 
2. Tidak lengkapnya dokumen yang dibawa oleh si pemohon. 
Untuk dapat membuat akta kelahiran, maka pemohon harus datang ke 
Kantor Catatan Sipil dengan membawa persyaratan lengkap, agar akta 
dapat segera dibuatkan. Apabila ternyata pemohon tidak membawa 
kelengkapan, pemohon harus kembali dan datang lagi dengan 
persyaratan lengkap. Hal ini dilakukan demi keakuratan data yang akan 
dibuat karena penggunaan akta kelahiran adalah untuk jangka waktu 
yang panjang dan untuk  menentukan status hukum si anak kelak, jika 
terdapat kesalahan dalam pembuatannya dan tidak sesuai dengan 
kenyataan yang ada maka si anak dapat mengalami kesulitan dalam 
hidupnya, karena akta kelahiran merupakan bukti awal status seorang 
anak. Ada sebagian warga yang kemudian malas untuk datang kembali 
mengurus kelengkapannya sehinnga tidak jadi membuat akta kelahiran 
bagi anaknya, sehingga mereka masih menganggap bahwa urusan 
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pembuatan akta kelahiran sangatlah berbelit-belit, belum lagi ditambah 
biaya yang mahal padahal untuk pembuatannya sudah tidak dipungut 
biaya apapun. 
 
3. Ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain. 
Hal ini sering terjadi, terutama oleh pemohon keturunan Tionghoa. 
Misalnya, dalam akta kelahiran orangtua si anak disebutkan bahwa 
keduanya atau salah satu diantaranya merupakan Warga Negara Asing, 
namun dalam akta nikah status kewarganegaraannya sudah berganti 
menjadi Warga Negara Indonesia. 
Apabila terjadi hal demikian, maka pihak Catatan Sipil akan meminta 
bukti kepada pemohon berupa surat keterangan yang menyatakan bahwa 
pemohon benar-benar telah menjadi warga negara Indonesia. 
Keterangan perubahan warga negara dari WNA menjadi WNI ini, 
diperoleh dari Pengadilan Negeri tempat pemohon untuk memohonkan 
perubahan kewarganegaraan. Setelah ada penetapan dari Pengadilan 
Negeri, pemohon harus datang ke Catatan Sipil untuk mencatatkan 
dirinya sebagai Warga Negara Indonesia. Pihak Catatan Sipil akan 
membuat keterangan tentang perubahan tersebut pada akta lahir atau 
surat ganti nama yang bersangkutan. 
Keterangan tambahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah 
berganti kewarganegaraan dinamakan Catatan Pinggir (dulu disebut 
Catatan Belakang), yaitu catatan mengenai perubahan status atas 
terjadinya perubahan penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada 
bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ 
bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil. 
Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan 
bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan 
dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia. 
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Kebanyakan dari warga tidak mengetahui bahwa setelah ada pengesahan 
dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya harus dicatatkan lagi ke 
Catatan Sipil, sehingga saat surat-surat yang akan digunakan sebagai 
persyaratan pembuatan akta kelahiran diperiksa dan ternyata yang 
bersangkutan memang belum mencatatkan maka oleh pihak Catatan 
Sipil akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum perrmohonan 
pembuatan akta kelahiran bagi anaknya diproses.  
Contoh lain yang sering terjadi adalah terdapat pengubahan nama kecil, 
nama muda dan nama tua dalam dokumen-dokumen yang bersangkutan, 
sehingga pihak Catatan Sipil harus meminta kepada yang bersangkutan 
untuk memilih salah satu nama yang akan dipakai dalam akta kelahiran 
si anak yaitu dengan cara membuat surat pernyataan dengan persetujuan 
si pemohon diatas materai tentang nama yang akan dipilihnya. Hal 
seperti ini juga dianggap oleh sebagian warga dengan proses yang 
berbelit-belit, sehingga terkadang pihak Catatan Sipil harus menjelaskan 
lagi prosedurnya. 
 
4. Adanya perantara dalam Pembuatan Akta Kelahiran. 
Keberadaan perantara atau orang yang dikuasakan untuk mengurus akta 
kelahiran sebenarnya bukanlah suatu hal yang negatif, namun perantara 
dapat menjadi masalah apabila ia tidak melaksanakannya sesuai dengan 
ketentuan yang ada. Misalnya, seorang perantara/ yang dikuasakan 
untuk membuatkan akta kelahiran oleh orangtua si anak ke kantor 
Catatan Sipil telah dibawakan syarat-syarat lengkap termasuk surat 
kuasa di atas materai juga biaya pembuatan akta, padahal untuk akta 
kelahiran sudah tidak dipungut biaya. Warga yang tidak mengetahui hal 
ini akan menganggap bahwa pembuatan akta masih dikenai biaya mahal. 
Selain itu, apabila ada permasalahan yang menyangkut syarat-syarat 
dalam permohonan akta kelahiran, orang yang menguasakan (orangtua 
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anak) tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi, yang terkadang hal 
tersebut membawa dampak pada keabsahan akta yang dibuat nantinya, 
yang mereka tahu adalah syarat-syarat telah dipenuhi dan akta harus jadi 
dalam beberapa hari. Juga dalam hal percepatan pembuatan akta 
kelahiran, orang yang menguasakan akan meminta biaya lebih dari yang 
menguasakan. Dalam hal si pemohon meminta agar pembuatan akta 
dipercepat karena ada keperluan yang mendesak, pihak Catatan Sipil 
hanya bisa memberikannya dalam jangka waktu tiga hari setelah proses 
permohonan, karena biasanya adalah tujuh hari dan percepatan ini tetap 
gratis tanpa dikenai biaya apapun.  
 
C. Solusi yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta dalam 
mengahadapi problematika pencatatan kelahiran bagi warga negara 
keturunan Tionghoa dan Arab di Surakarta. 
 
Solusi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta 
dalam membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan-kesulitan 
sebagaimana penulis sebutkan di atas, adalah : 
1. Meletakkan spanduk-spanduk yang berkaitan tentang pentingnya akta 
kelahiran bagi anak. Menurut narasumber, hal ini telah lama dilakukan, 
yaitu dengan memasang spanduk di jalan-jalan utama. Tujuannnya agar 
dapat dibaca oleh masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat 
memahami arti penting akta kelahiran. 
 
2.  Melakukan sosialisasi melalui sejumlah media, baik elektronik ataupun 
cetak. Sebagai contoh, pihak Catatan Sipil bekerjasama dengan TA TV 
Solo, yaitu mengadakan semacam acara tanya jawab yang disiarkan 
langsung di televisi, sehingga warga Surakarta dapat berinteraksi langsung 
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dengan pihak Catatan Sipil dan juga mendapatkan jawaban langsung 
sehingga keterangan yang didapat akan lebih jelas. 
 
Program sosialisasi dengan sasaran seluruh unsur lapisan masyarakat 
mulai dari warga masyarakat, Bidan, Kepala Desa dan Pamong Desa 
tentang pentingnya akta kelahiran yang dilakukan oleh Kantor Capil 
melalui Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, Ibu Betra menyebutkan 
bahwa program sosialisasi tersebut dapat dikatakan cukup baik dan lancar, 
masyarakat dapat mencerna dengan baik apa yang disampaikan oleh 
fasilitator. Beberapa masyarakat dengan penuh kesadaran langsung 
mengurus pembuatan akta mereka. Namun, ada pula yang masih enggan 
mengurusnya. Disamping itu, terdapat beberapa kendala dalam pelayanan 
pembuatan akta kelahiran yang harus dihadapi, misalnya legalisir surat 
nikah sebagai salah satu syarat pembuatan akta harus dibuat di tempat 
surat nikah tersebut dibuat karena tanpa legalisir surat nikah tersebut maka 
Kantor Capil tidak dapat melayani pembuatan akta kelahiran. 
Dari pihak KUA sendiri tidak dapat melayani legalisir surat nikah jika 
warga tersebut berasal dari luar kota. Maka warga yang merasa mendapat 
perlakuan tersebut merasa enggan untuk membuat akta kelahiran bagi 
anaknya. Sebagai solusinya jika warga tersebut memiliki surat nikah yang 
dibuat di luar kota dari pihak Kantor Capil akan memeriksa apakah surat 
nikah tersebut benar-benar asli dan tidak direkayasa, dan jika tidak 
meragukan maka Kantor Capil akan segera mengurus akta kelahiran 
mereka. Selain itu, jarak tempat tinggal si pembuat akta yang cukup jauh 
dari Kantor Capil menjadi alasan beberapa warga yang malas mengurus 
akta kelahiran bagi anaknya. Terkadang ada beberapa orang yang 
mengeluhkan persyaratan yang diberikan harus lengkap, padahal tempat 
tinggal mereka berada sejauh 30 km dari Kantor Capil. Maka dengan 
alasan biaya transport yang semakin mahal mengurungkan niat mereka 
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untuk mengurus pembuatan akta kelahiran. Sehingga muncullah 
perantara-perantara dalam membuat akta kelahiran. 
Melalui program ini, diharapkan masyarakat untuk tidak lagi menganggap 
bahwa untuk membuat suatu akta, persyaratan dan prosedurnya sangat 
rumit karena pada kenyataannya tidak demikian. Warga juga diminta 
untuk datang langsung atau mengurus sendiri permohonan aktanya, 
sehingga perantara tidak diperlukan lagi yang kadang malah semakin 
mempersulit pemohon yang sebenarnya, biasanya dengan meminta 
tambahan biaya pengurusan yang semestinya tidak ada. 
 
3. Mengadakan progran jemput bola. 
Program Jemput Bola dilakukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Surakarta dengan mendatangi tempat-tempat (Kelurahan) 
yang sudah direncanakan sebelumnya, lalu memberi penyuluhan kepada 
masyarakat setempat disertai dengan himbauan untuk membuat akta 
pencatatan penduduk, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk seluruh 
anggota keluarganya. Kemudian dibuka kesempatan bagi masyarakat yang 
ingin mendaftarkan dirinya saat itu juga dengan memenuhi persyaratan 
yang telah ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Progran 
Jemput Bola tersebut dilakukan secara rutin, dua minggu lamanya untuk 
setiap kelurahan yang dituju. Saat ini, Program Jemput Bola khususnya 
untuk pembuatan akta kelahiran tidak dikenakan biaya apapun. 
 
Dasar pelaksanaan Program Jemput Bola tersebut adalah : 
a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311 tanggal 5 April 
1988 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran. 
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 tanggal 14 
Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi yang Terlambat 
Pencatatannya. 
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c. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 474.1/181/1/2001 tanggal 8 
November 2001 tentang Pelaksanaan Program Jemput Bola Akta 
Catatan Sipil dan Pembentukan Tim Penyelenggara di Kelurahan dan 
Tim Penggerak PKK Kota Surakarta Tahun 2002. 
 
Hasil yang ingin dicapai dalam Progran Jemput Bola tersebut ialah 
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu : 
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat kota Surakarta dalam memahami 
arti pentingnya pencatatan akta Catatan Sipil, khususnya akata 
kelahiran. 
b. Memberi himbauan kepada masyarakat kota Surakarta untuk 
melakukan pencatatan akta kelahiran. 
c. Melakukan pencatatan di Kelurahan yang dituju untuk mempermudah 
masyarakat agar tidak perlu jauh-jauh ke Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Surakarta. 
 
Adapun kegiatan yang dilkukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Surakarta yng mengikuti Program Jemput Bola tersebut 
meliputi : 
a. Rapat koordinasi 
b. Penyuluhan 
c. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian. 
 
Pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Surakarta relatif tinggi, hal ini dikarenakan tingginya angka kelahiran 
yang terjadi di Surakarta serta dengan semakin meningkatnya kesadaran 
masyarakat untuk memperoleh pengakuan yang sah akan status hukum 
anak serta ditunjang dengan Program Jemput Bola yang sangat bermanfaat 
bagi warga. Dari keterangan yang penulis dapatkan di lapangan, jumlah 
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pemohon Akta Kelahiran Catatan Sipil di Surakarta pada dua tahun 
terakhir, yaitu pada tahun 2005, jenis Kelahiran Baru sebanyak 4102 akta, 
jenis Kelahiran Terlambat Pencatatan sebanyak 4975 akta, sedangkan 
pada tahun 2006, untuk jenis Kelahiran Baru sebanyak 5307 akta dan 
untuk Kelahiran Terlambat Pencatatan yaitu 6706 akta, sedangkan 
permohonan akta dalam Progaram Jemput Bola lebih banyak lagi yaitu 
mencapai 7400 akta. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada peningkatan 
dalam pelaksanaan pembuatan akta kelahiran di Surakarta bagi warganya, 
termasuk juga warga Keturunan Tionghoa dan Arab. 
 
4. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya adalah : 
a. Departemen Pendidikan Nasional, yaitu dengan mendatangi sekolah-
sekolah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berusaha untuk 
memperkenalkan sejak dini arti pentingnya akta kelahiran bagi 
kehidupan seorang anak yang dimulai sejak ia lahir. 
b. Korpri, yaitu dengan melakukan penyuluhan pada Pegawai Negeri. 
c. PKK Kota Surakarta, yaitu dengan melakukan penyuluhan secara 
umum tentang akta kelahiran gratis. 
 
5. Membantu warga dalam menjelaskan persyaratan dan prosedur yang harus 
dipenuhi untuk membuat akta kelahiran, terutama bagi warga Tionghoa 
yang memang sering mengalami banyak permasalahan, baik mengenai 














KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
1. Problematika dalam Pencatatan Kelahiran bagi Warga Negara Keturunan 
Tionghoa dan Arab di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Surakarta, 
diantaranya adalah : 
a. Belum diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk.  
 
b. Tidak lengkapnya dokumen yang dibawa oleh si pemohon.  
Untuk dapat membuat akta kelahiran, maka pemohon harus datang ke 
Kantor Catatan Sipil dengan membawa persyaratan lengkap, agar akta 
dapat segera dibuatkan. Hal ini dilakukan demi keakuratan data yang 
akan dibuat karena penggunaan akta kelahiran adalah untuk jangka 
waktu yang panjang dan untuk  menentukan status hukum si anak 
kelak, jika terdapat kesalahan dalam pembuatannya dan tidak sesuai 
dengan kenyataan yang ada maka si anak dapat mengalami kesulitan 
dalam hidupnya, karena akta kelahiran merupakan bukti awal status 
seorang anak. 
 
c. Ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan dokumen yang 
lain. 
Hal ini sering terjadi, terutama oleh pemohon keturunan Tionghoa. 
Misalnya, dalam akta kelahiran orangtua si anak disebutkan bahwa 
keduanya atau salah satu diantaranya merupakan Warga Negara Asing, 
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namun dalam akta nikah status kewarganegaraannya sudah berganti 
menjadi Warga Negara Indonesia. 
 
d. Adanya perantara dalam Pembuatan Akta Kelahiran. 
Keberadaan perantara atau orang yang dikuasakan untuk mengurus 
akta kelahiran sebenarnya bukanlah suatu hal yang negatif, namun 
perantara dapat menjadi masalah apabila ia tidak melaksanakannya 
sesuai dengan ketentuan yang ada, misalnya, banyak orang yang tidak 
mengetahui bahwa sebenarnya pembuatan akta kelahiran sudah gratis 
(terutama bagi mereka yang tidak mau mengurus langsung akta 
kelahiran anaknya) hal ini dikarenakan adanya perantara yang 
meminta biaya pembuatan akta. 
 
2. Solusi yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta dalam 
mengahadapi problematika pencatatan akta kelahiran bagi warga negara 
keturunan Tionghoa dan Arab di Surakarta : 
a. Meletakkan spanduk-spanduk yang berkaitan tentang pentingnya akta 
kelahiran bagi anak. Menurut narasumber, hal ini telah lama dilakukan, 
yaitu dengan memasang spanduk di jalan-jalan utama. Tujuannnya agar 
dapat dibaca oleh masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat 
memahami arti penting akta kelahiran. 
 
b. Melakukan sosialisasi melalui sejumlah media, baik elektronik ataupun 
cetak. 
Program sosialisasi dengan sasaran seluruh unsur lapisan masyarakat 
mulai dari warga masyarakat, Bidan, Kepala Desa dan Pamong Desa 
tentang pentingnya akta kelahiran yang dilakukan oleh Kantor Capil 
melalui Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian. Program sosialisasi ini 
berjalan cukup baik dan lancar, masyarakat dapat mencerna dengan 
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baik apa yang disampaikan oleh fasilitator. Beberapa masyarakat 
dengan penuh kesadaran langsung mengurus pembuatan akta mereka. 
Namun, ada pula yang masih enggan mengurusnya. Disamping itu, 
terdapat beberapa kendala dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran 
yang harus dihadapi, misalnya legalisir surat nikah sebagai salah satu 
syarat pembuatan akta harus dibuat di tempat surat nikah tersebut 
dibuat karena tanpa legalisir surat nikah tersebut maka Kantor Capil 
tidak dapat melayani pembuatan akta kelahiran. 
 
c. Mengadakan progran jemput bola. 
Program Jemput Bola dilakukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Surakarta dengan mendatangi tempat-tempat 
(Kelurahan) yang sudah direncanakan sebelumnya, lalu memberi 
penyuluhan kepada masyarakat setempat disertai dengan himbauan 
untuk membuat akta pencatatan penduduk, baik untuk dirinya sendiri 
maupun untuk seluruh anggota keluarganya. Kemudian dibuka 
kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya saat itu 
juga dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku. Progran Jemput Bola tersebut 
dilakukan secara rutin, dua minggu lamanya untuk setiap kelurahan 
yang dituju. Saat ini, Program Jemput Bola khususnya untuk 
pembuatan akta kelahiran tidak dikenakan biaya apapun. 
 
d. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya adalah : 
a) Departemen Pendidikan Nasional, yaitu dengan mendatangi 
sekolah-sekolah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berusaha 
untuk memperkenalkan sejak dini arti pentingnya akta kelahiran 
bagi kehidupan seorang anak yang dimulai sejak ia lahir. 
b) Korpri, yaitu dengan melakukan penyuluhan pada Pegawai Negeri. 
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c) PKK Kota Surakarta, yaitu dengan melakukan penyuluhan secara 
umum tentang akta kelahiran gratis. 
 
e. Membantu warga dalam menjelaskan persyaratan dan prosedur yang 
harus dipenuhi untuk membuat akta kelahiran, terutama bagi warga 
Tionghoa yang memang sering mengalami banyak permasalahan, baik 
mengenai status warganegara, akta nikah, dll. 
 
B. Saran 
1. Kepada Pemerintah Daerah diharapkan dapat segera menyesuaikan 
peraturan yang telah ada dengan Undang-Undang Administrasi 
Kependudukan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan terdapat lagi 
pembedaan perlakuan pelayanan pencatatan sipil, khususnya dalam 
pencatatan kelahiran. 
 
2. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempertimbangkan penyediaan 
pencatatan kelahiran sampai tingkat desa/ kelurahan, sehingga dapat 
dijangkau setiap orang. 
 
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus lebih meningkatkan kualitas 
dan profesionalitas Sumber Daya Manusia dan kualitas layanan yang 
diberikan. Kualitas SDM sangat menentukan kualitas layanan Pencatatan 
Sipil sedangkan kualitas layanan terkait dengan aspek pemahaman dan 
kualitas SDM yang tercermin dalam pelayanannya kepada masyarakat. 
 
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu meningkatkan sosialisasi 
informasi pelayanan publik kepada masyarakat tentang pentingnya akta 
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